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PERATURAN DAERAH| KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perclehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak

- Kabupaten/Kota;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 avat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dtetapkan
dengan Peraturan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan .

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat - -
Il di Sulawesi (Lembaran Ne jara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Futang
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undarg Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320S);

4. Undang-Undang Nomor| 17 Tahun 1997 tentang Badan Penvelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 1% Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Injonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesja Nomor 3987); ' N

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesja Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

~ Negara Republik Indonesja Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomar| 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor| 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); <1 ..
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- Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor
dan Tanggung Jawab

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan MNegara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang NomoOr

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang -

Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

ara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum| Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 36,
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan ..

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan
Dalam Rangka Penagihan Pajak Cengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tate Cara Penjualan

“Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republ k Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia

Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Namor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan - Daerah Provinsi dan - -

Pemerirtahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan
Peman‘aatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara repu

blic Indonesia Tahun 2010 Nomor *19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan

“Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentar g Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wejb dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 Nornor 2);

Peraturan Daerah Kab

Organisasi dan Tata K
Minahasa Tahun 2008 Nq

upaten Minzhasa Nomor 3 Tahun 2038 tentang
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BUPATEN MINAHASA TENTANG

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKLAN RAKYATJ(AERAH KABUPATEN MINAHASA
ATAS TANAH DAMN BANGUNAN
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alam Per,aturankDaerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Minahasa.

D

1.

2. Pemernt'ah Dae rahadalah Pemerintah Kabupaten Minahas

3. KepiilaD aereh -adabh Bupati Minahasa T ep e

4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati. e

5. Dinas Pengelolah Keuangan, Asset dan Pendapatan adalah Dinas Pengelolah Keuangan, Asset
dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak yang selanjutnya disebut pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

7. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuaten atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta
bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud calam undang-undang di bidang pertanahan dan

bangunan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau vtnodal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
u

usaha maupun yang tidak melakukan
komanditer, perseroan lainnya, badan usah

saha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah . -

a
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk| apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
t

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

tetap.
10. Surat Per.beritahuan Pajak Daerah, yang
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
dan/atau bukan objek pajak. Dan/atau ha
perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanju
penyetoran pajak yang telah dilakukan den
cara lain ke kas daerah melalui tempat pem
12. Surat Ketetapan Pajek Daerah Kurang Ba

ermasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

sLlanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
ta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peratuan

tnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
gan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
bayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

yar, yang selanjutnya disingkat SKPBKB, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih

harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT - -
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang
pajak yang menentukan jumlah pokok paja
tidak terutang dan tidak kredit pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bay
ketetapan pajak yang menentukan jumlah
lebih-besar daripada pajak terutang atau se

selaniutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan
kisama besarnya dengan jumlah «redit pajak atau pajak

ar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
clebihan pembayaran pajak karena jumich kredit paje
arusnya tidak terutang.

k
h

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untu< melakukan
b

tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi

érupa bunga dan/atau denda. o .

L9




17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam| pensrapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang| terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, S Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan ,
atau Surat Keputusan Keberatan.

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
‘Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Mihil, Surat

=

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau tefhadap peMotongan atau pemungutan oleh pihak

ketiga'yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

19. Putusan Banding adalah putusan badan peradiian pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak,

20. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Waijib Pajak atau penanggung pajak
terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan bandirg berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. :

21. Gugatan adaiah upaya hukum yang dapat dilakukan olen Waijib Pajak atau penanggung pajak
terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap kepuwsan yang dapat diajukan gugatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

nghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar peMeriksaan
untuk menguiji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi dasrah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah s3rangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
ity membuat terang tindak pidana di bidang

rpajakan caerah dan retribusi daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

\
I
NAMA , OBJEK foﬁ SUBJEK PAJAK

N

(1) Dengan nama Objek Bea Perolehan Hak atas Tan ah dan Bangunan dipufgut pajak atas perofehan
hak atas tanah dan/atau bangunan, '

(2) Objek Pajak adalah Peroiehan Hak atas Tanah|dan/atau Bangunan .

(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mefiputi :
a. pemindahan hak karena : ‘

1) jual beli;

2)  tukar menukar;
3). . hibah; .

4)  hibah wasiat;

5  waris;

6) peMmasukan dalam perseroan atau badan hukum lair;\
7)  peMisahan hak yang Mengakibatkan pe-alihan;

8)  penunjukan pembeli dalam lelang

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan;
10)  hukum tetap;

11) penggabungan peleburan usaha;

12) pemMekaran usaha; atau
13)  hadiah; MENGETAHUI / MENGESAHKAN .
14) usaha SALINAN FOTODACNOggSLiLlA;r DIPERIKSA KEBEMA RANNYA
b. pemberian hak baru karena; TANGGAL ff Oktober 2015
1} kelanjutan pelepasan hak; atau A ﬁéﬁﬁb‘aiﬁ%"fﬁﬁé’iﬂéﬁ%"“
2)  diluar pelepasan hak._es, . Qo B
o i o
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
| NIP 195902137986032005

ncari serta Mengumpulkan bukti yang dengan bukti
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i [ da avat (1) adalaH: MENGETAHUI / MENGESAHKAN
(4) Hak ﬁ;ﬁs ngﬁirl‘(?h sebagaimana dimaksud pada ayat (1! ot TE:,"“ MR%&EABENARANNYA
\ DAN SESUA! DENGAN
hak guna usaha; TANGGAL: {§ Oktsbef aomb
2215 g:lr::i‘bangunan; TR SESG:%ANG UNDANGAN
hak miiik étas satuan rumah susun; dan J— == A
hak pengelolaan. GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC,
bjek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleip:195902131986032005
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasa an asas peﬂakuaﬁﬂmﬁ'TbéIW

(1) Dasar pengenaan péjak adalah Nilai Peroleha

P‘P’O"‘SD a0 oo

(3

negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;

badan atau perwakilan lembaga internasional yang dltetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atauy melakukan kegiatan lain dlluar fungsi
dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum (ain dengan tidak
adanya perubahan nama;

orang pribadi atau Badan karena wafat; da

orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 4

bjek Pajak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

()

Se o a0 o

O;BT-‘.X"'._"._"

~waris adalah nilai pasar;

. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

jual beli adalan harga transaksi;
tukar menukar adalah Nilai Pasar;
hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

pemisahian hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah rilai pasar;

hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalan lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risa'ah lelang,

Jka Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP vang digunakan dalam pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai ac alah NJOP

Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hai NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayst (3) belum

ditetapkan pada saat terutang BPHTB, NJOP| Pajak Burri dan Bangunan dapat didasarkan pada - -

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

diperoleh di instansi yang berwenang . es .




()
®)

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

(1)

@

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tef at Tanah dan/atau Bangunan berada.

(1

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) untuk setiap Waijib Pajak _
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak K ra Pajak untuk perolehan hak karena viaris atau
hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalem hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pembeli hibih wasiat,
termasuk suamifisteri, ditetapkan sebesar Rp. 3 O 000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pas I

Pasal 6

dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajek s:bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
‘setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Ticlak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam - -
Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8). J

Dalam hal NJOP sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak diketahui atav lebih rendah

dari pada NJOP yang digunakan dalam penge an PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran
pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan ra mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bang 1an setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagaimana d¥ aksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung d l:fan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

B I
WILAYAH A&’ MUNGUTAN

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
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SGAL (9 Okto ber 2009
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P , ol 8 PERUNDANG U NDANGAN

SAAT PAJ

——— ——

Saat terutangnya pajek ditetapkan untuk: QEEST Ton ‘V\A” LS o
jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyalakta;, —p~ =5 5 q”O?"”O‘
tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta; '

hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatancaninya akta;

hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor

bidang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta; .

g. pemisahan hak vyang mengakibatkan |peralihan adalah sejak tanggal  dibuat dan
ditandatanganinya akla;

h. putusan hukum adalah sejak tanggal pu ll]lsan pengadian yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;

i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan

pemberian hak;

penggabungan usaha adalah sejak tangga dibuat dan ditandatanganinya akta;

peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat den ditandatanganinya akta;

pemekaran usaha adalah sejak tanggal fcguat dan ditandatanganinya ak!a;

hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

leiang adalah seJak tanggal penun;ulfan gmenang lelang.

a0 o

e

P oS3

PaJak yanhg terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). «x_

6
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Pasal 9

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya

Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajb P

SSPD.

(2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan
lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
pembayaran pajak berupa SSPD.

(3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya d

PERUNDANG-UNDANGAN

Cr
iapat menan atangam%éﬁlé%%‘f?iu SGtas
ajak menyera omibayarah pa n@rupa

SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

lelang negara hanya dapat menandatan jani risalah
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerihkan bukti

apat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau

pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak

berupa SSPD.

Pa

s.lz\l 10

(1) Pejabat Pembuat Akta Taneh/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara

melaporkan pembuatan akta atau risalah le
kepada Kepala Daerah paling lambat pada ta

lang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
nggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan
negara, yang melanggar ketentuan sebagai
dikenakan sanksi administratif berupa dend
rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan
negara, yang melanggar ketentuan sebaga
sanksi administratif berupa denda sebesar R
setiap laporan.

PL al 11

ana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) can ayat (2)
a/sebesar Fp. 7.500.000,- (tujuh juta lirr3 ratus ribu

epala kartor yang membidangi pelayanan lelang
rqam dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan
;f 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1ntuk

(3) Kepala Kantor bidang Pertanahan yang melangge r ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangari.

PENETAPAN, TATA CARA

(1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang
(2)

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2
(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat

BAB Vi

PEMBAYARAN DAN PENELITIAN

Pasa! 12

dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

juga merupakan SPTPD.
2) disampail:an kepada Kepala Daerah atau Pejabat

yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitiar..

%

aLal 13

|

(1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas,
(2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan |di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh

Kepala Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi,
serta penelitian SSPD sebagaimana dima
dengan Peraturan Kepala Daerah.

(1) Dalam jangka waktu 5 (ima) tahun sesu
menerbitkan _ox. -

ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD
sud calam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan

Pasal 14

dah saat terutangnya pajak, 'Kepala Daerah dapét

xepala kanlor yang membidangi pelayanan lelang




a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumiah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB.

(2) Jumlah kekurangan pajek terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf:a . -

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakty paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung
sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. '

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak malaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabia :
a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; ‘
b. dari hasil pemeriksaan SSPD tefdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung;
c. Wajb Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dala
dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 15 (limabelas) bulan|sejak saat tcrutangnya pajak.
(3) Ketentuan lebih fanjut mengenal bentuk, isi/dan tata cara penyampaian STPO sebagaimana

TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'a ~ -

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala RESRRYETAHUI / MENGESAHKAN

SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
Vil L DlAN SSSéUé\I NGAN AQSLOINYA
TAN ' Q oC¢ {3
PENAGIHAN LEATAN 0KEF‘ALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal16 — <3

SEESJE TOVIROKAN, SH, MSC.
(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembptulan, SITaiReputHs siakemamatan dan

Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yangtrarus—dibayar-bertarbairmerupakan
dasar penagihan pajak dan haius dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.
(2) Bupati atas permohonan Wajb Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan persetujuan kep ' i
pembayaran pajak, dengan dikenakan bung
(3) Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan penundaan pembayaran pajak diatur

ebesar 2% (dua persen) sebulan.

nagihan pajat. ditetapkan dengan Peratu-an Bupati.
bayaran, penyetoran, tempat pambayaran, angsuran
gan Peratuian Bupati.

asal 17

(1) Pajak yong lorutang bordasorkon SKPDKB,| SIKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Fombe tulan, Surat
Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang ticak atau kurang dibayar oleh Najib Pajak
pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat/Paksa, '

{2) Penagihan Pajek dengan Surat Paksa diiaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang
beriaku, |

|
B X
PENGURANGAN
Pasal 18
(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daeran dapat memberikan pengurangan pajak yang
terutang kepada Wajib Pajak karena :

a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungan dengan objek pajak, atau
b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungan dengan sebab akibat tertenty, atau_a, ..

Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda



c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidkan vang semata-

mata tidak mencari keuntungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pangurangan pajak yang lerutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B X . e ] e e e e ey

KEBERATAN, BANDING DAN GUGAT ARET AT / MENG ESAHKA N
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JSBETAN C KEPALA BAGAN HUKUM DAN
Keberatan PERUIDANG - UNDANGAN
. . " .
Pasal19 —e.

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daeralatid\i Péjabatepaneptitunjuk

atas suatu :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
¢. SKPDLB;
d.  SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasz Indonesia dengan Mengemukakan jumlah pajak
yang terutang Menurut perhitungan Wajib Pajak dencan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu peling lama 3 (tiga) bulan sejek tanggal surat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dilu

3l Waijib Pajak dapat Menunjukan bahwa jangka waktu
ar kekuasaannya.

(4) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan wajib meiunasi pajak yang Masih harus dibayar paling

sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajit
sebelum surat keberatan disampaikan.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratz
ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keber,
(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang di
atau tanda pengiriman Surat Keberatan Me

Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib P
(7) Apabila diminta oleh Wajb Pajak untuk k

Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan k
pengenaan pajak.
P

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu pa
Keberatan diterima, harus memberi keputu

Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan,

n sebagaimana dimaksud pada ayat (), ayat (3) dan
atan, sehingga fidak dipertimbangkan.

grikan oleh Kepala Daerah atal Pejabat yang ditunjuk

a!t.li pos tercatat Menjadi tanda bukti peneimaan Surat =
iak.

eperluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau
eterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar

asal 20

ing laina 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
n atas keberatan yang diajukan.

(2) Sebelum surat keputusan sebagaiMana ¢

imaksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak dapat

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

(3) Keputusan Kepala Daerah sebagaiMana d
MeneriMa selurubnya atau sebagian, Me
terutang.

imaksud pada ayat (1) atas keberatan dapat berupa
nolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud paca ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak
Memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Bagian Kedua

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan perMohon

P

Banaing

asal 21

an banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap

keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak keputusan keberatan diterima, dilamp

il salinan dari surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak mer&angguhkan kewajiban Membayar pajak sampai dengan

1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Put

san Banding, ..,




Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagien atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan-bungan-sebesar 2% (dua persen)

sebulan untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan*.NGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

. . DAN SESUA} DENGANASLINYA
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Gugatan JABATAN ©  KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 23 Cleeee

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

(1) Gugatan dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indopesia kepadeFPeaRg0ZiENs Ao apaRos B

(2) Jangka wakfu untuk mengajukan gugatan |terhadap pelaksanaan penagifian pajak edatanm 14
(empatbelas) hari sejak tanggal penagihan. o

(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

(4) Jangka waktu dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak mengkat apabila jangka waktu dim aksud tidak
dipenuhi kafena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud paca ayat (4) adalah 14 (empat belas) hafi
terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuas aan penggugat.
(6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan| ata: 1 (satu) nkeputusan diajukan 1 (satu) Surat
Gugatan.
Pasal 24

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksaan banding dan gugatan, sepanjang ticak diatut lain dalam
Peraturan Daefah ini dilaksanakan sesuai keteNtuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBETULAN,PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

" (1) Atas: permohonan -Waijib Pajak - atau karena jabatannya, Kepaia Daerah dapat membrtulkan
SKPDKB, SKPDKET atau STPD, SKPDN| atau SKPDLB yang dalam penerbiannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung daMjatau kekeliruah penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :
a. mengurahgkan atau menghapuskanh sanksi administrat.f berupa bunga, denda, dan kenaikan

pajak yang terutang menurut peratufan perundang-undangan pefpajakan daefah, daiam hai ~ -
sanksi tersebut dikenakan kareNa kekhilafah Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
dan
b. mengurangkan atau membatakan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang tidak benar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan
pengurangah atau pembataian ketetapah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah,

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukah permohonan pengembalian
kepada Kepala Daerah. , o

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paiing lama 12 (duabelas) bulah sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebifan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.,

(3) Kepala Daerah setelah melakukan pemeriksaah menerbitkan : ex.. .

10




a. SKPDLB, apabila jumlah pajek yang diba
terutang atau dilakukan pembayaran pajak
b. SKPDN. apablla jumiah pajak yang dibayar

yar terryata lebih besar daripada jumfah pajak yang
yJang tidak seharusnya terutang;

ama dengan jumlah pajak yang terutang.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Daerah =

tidak memberi keputusan, permohonan kelebih

p
lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak

dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitung

dimaksud.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.,

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran |

sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas

Pasal

(1) Permohonan pengembaiian kelebihan pembay
Daerah sekurang kurangnya dengan menyebutk

a. - nama dan alamat Wajb Pajak ;

b.  tanggai pembayaran pajak ;

¢.  besarnya kelebihan pembayaran pajak
d.  alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pem
melaiui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejubata Daerah atat
permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

|

an pembayaran pajak dianggap dikabulkan serta

di

ke

ba

aling lama 1

kan untuk

27

an:

aran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala

(satu) bulan.

melunasi terlebih dahulu utang pajak

akukandalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

vajak dilakukan seteiah iewat waktu 2 (dua) bulan
atau Pejabat yang ditunjuk memberkan imbalan
terlambatan pembayaran kelebihan pajak.

ayaran pajak disampaikal secara langsung atau

hukti peNgiriman pos tercatat merupakan bukti saat

Pasal 28
- (1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan‘Jﬂpengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala
- Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan '
(2) ‘Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) qdalMENGETKERMN MENGESARIAN
pemeriksaan Iapangan. SALINAN FOTOCOPY TELAM DIPERIKSA KEBENARANNY A
TANGGAL % S(E)SéUé\(l) %ENGAN 2l°§UNYA .
BAB Xlil JABATAN = KEPALA BA%I:N HU%(QUM DAN
KEDALUARSA PERUI i ANG-UNDANGAN
—e
Pasal 29 CESJE TOIAI0KAN, SH, MSC.
MNP 1069{?.’?12?.9860?2005

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak me
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana d
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pak
b. ada pengakuan utang pajak dari Waijib P:

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Su
a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tangg

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung s
Wajib Pajak dengan kesadarannya meny
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung se
diketahui dari peNgajuan permohonan angsu
keberatan oleh Waijib Pajak.

n

m
83
aj
ra
a
e
at

P

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih| Iz

kedaluarsa dapat dihapuskan, es_, .

aksud pada
;atau

t Paksa seb

asal 30

jadi kedaluarsaSetetal metampaui—jangha-wakter—S—
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melak kkan tindak

ayat (1) tertangguh apabila:

ak baik iangsung maupun tidak langsung.

agaimana dimaksud pada ayat (2) nuruf

penyampaian Surat Paksa tersebut.
bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
akan masih mempunyai utang Pajak dan belum

hagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
ran atau penundaah pembayaran dan permohonan

agi karena hak untuk melakukan penzaihan sudah

11




(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutanc pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupatl

BAB
KETENTUAN kl-USUS

Pasal é1

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang dikeiahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajb Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pel
perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan,
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak-pihak lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah,
(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditunjuknya.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas pefmintaan
hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana|dan Hukum Acara Perdata, Kepala Darah dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahii
sebagaimane dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

sanaan ketentua peraturan perundang-undangan - -

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada|ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau -

nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan ant:{ta:'rzﬁﬁ !
bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. EEJFA

DAN SESUAI DENGAN ASLIN YA

BAB XV TANGGAL [ Okober 2012
1 PIDANA JABATAN - KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUMDANG - UNDANGAN

GEE SJE TONMBOKAN, SH. MSC.
(1) Waijib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan 8SPD atau mgnmg?oﬁﬁn APk henar

SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

N

“atau tidak lengkap atau melampirkan keteraagan yang tidak benar sehmgga meruglkan keuangan
- Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banya 2 (dua) kali jumiah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tdak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidek benar sehingga nierugikan keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana penj
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yan erutang

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

133

Tindak Pidana di bidang perpajakan daefah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat
(2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu|5(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

memenuhi kewajiban merahesiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat
(2), dip[idana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daeruh yang karena kealoaannva tidak
4.000.000.000,00 (empat juta rupiah), e,

pali lama 2 (dua) tahun dan/atau pidena denda
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(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja thak mamgnuhl
kewajbannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewgpban Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pngiana kurungan
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 {Sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahas'aannya dilanggar. ‘

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesual dengan sifatnya adajah

menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karene itu dijadikan .. .

tindak pidana pengaduan.

Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 aya ()1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penerimaan Negara.

BAB XVi
PENYIDIKAN

Pasal 36
(1) Pejebat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenzng khusus

sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. '

(2) Penyidk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aclalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di - -

lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan [Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.  menelit, mencari dan mengumpulkan | keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tgntang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan -
aerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti
e tindak pidana di bidang perpajakan Daer
d  memeriksa buku-buku, catatan-catatan,
~ tindak pidana di bidang perpajakan Daer,
e. melakukan penggeledahan untuk men
dokumen-dokumen lain serta melakuka

fi orang pribadi atau badan sehubungan dengan

dan dokumen-dokumen lain berkenazn dengan

atkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
eNyitaan terhadap bahan Hukti tersebut;

f. meminta bantuan tenahga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas oenyidikan tindak pidana di ~* -

bidang perpajakan Daerah;
g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang beriangsungj dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud peda hutuf e;
h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tndak pidana perpajakan Daerah;
i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
. menghentikan penyidikan;
k.  melakukan tindakan lain yang periu u
perpajakan Daerah menurut hukum yan
(3) Penyidk sebagaimana dimeksud pada ayat (1) membaritahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pen untut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana,

k kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
erfanggung jawab.
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w

- peraturan perundang-undangan.

~ yang terutang dengan menggunakan SSPD dan me
3amping bernedoman pada peraturan perundang-

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

~ NOMOR 2

TENT
BEA PEROLEHAN HAK ATA

UMUM

Pajak Daerah adalah salah satu sumber
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemb
otonomi Daerah, penerimaan Daefah yang beras

-senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan

Daerah khususnya dalam hal penvediaan pelayana

_ Salah satu jenis pajak yang dapat dipun
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Tanah dan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 9
tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditetap
tersebutpenetapan  Peraturan Daerah ini a
KabupatenMinahasa dapat memungut Bea Perolef

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah
subjek, dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan
diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi p

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ba

assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaa

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, dis
undangan di bidang perpajakan Daerah, juga d
perundang-undangan fainnya, antara lain :
1. Undang_undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentan

HUN 2011
NG
TANAH DAN BANGUNAN

pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam
angunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan
all dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu harus «

n kepada masyarakat dapat semakin meningkat

gut oleh Daerah kabupaten sesuai Undang_Undang =
Retribusi Daerah adalah Bea Perolehan Hak atas
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

kan dengan Peraturan Daerah. Sejalan cengan hal
dalah dimaksudkan agar Pemerintat Daerah

1an Hak atas Tanah dan Bangunan sesue! ketentuan

3

nj diatur secara jelas dan tegus mengenai objek,
Hak atas Tanah dan Bangunan. Disamping itu juga
emungutannya. -

ngunan dipungit dengan menggunakan sistem self
n untuk manghitung dan membayar senciri pajak
aporkannya tanpa mendasarkan pada SKPD. .

el

iperhatikan, diacu dan dikaitkan dengan peraturan

Kitab Hukum Acara Pidana;
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaja«:n;
g Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Paiak.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

. :Cukup jelas -
Pasal 2 Ayat (1) o
Cukup jelas
Ayat (2)
A Cukup jelas
Ayat (3) '
Hurufa

- MENGETAHUI / ME,P" JSAHK AN
SALINAN FOTO COPY TELAK DIPERIKGA KEHENARANNY A
DAN SESUA| DENGAN AS| INY4

TANGGAL: (§ Oktober 2919
JABATAN :  KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Q1
I

GEESJE TOMBOKAN, SH, MS2

_ Angka1 \uo Q@ «om32rv 5
oo - Cukupjelas . T e e e
- Angka2 :
' Cukup jelas
Angka 3
Cukup jela,E
Angka 4
Hiubah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusas
mengenai| pemberiar, hak atas tanah dan atau bangunan
kepada |orang pribadi atau badan hukum tartentu, yang
berlaklu seteleh pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau

badan hukum lainnya adalah pengaiihan hak atas tanah dan_ex_ _
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atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada
Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Pemisahan  Hak yang mengakibatkan peralihan  adalah
pemindahm) sebagian hak bersama atas tanah dan atau

o _ bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama
et At pemegang hak bersama. | o .
| Angka 8 - -
Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan
pemenang |lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang
‘ tercantum dalam Risalah Lelang.
Angka 9 4
' Sebagai |pelaksanaan dari putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum.yang tetap, terjadilah peralihan
- hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu
i‘ MENGETAHLT / MF, v S M,. ~piak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim
| SALNAN FOTO COPY TELL £ 2 ,e;sébut
| S Dfé\co:n;_ ‘l‘oef‘ g(a 10
) kko 20l2 Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan
; ' . usata atau lebih dengan cara tetap mempertahankan
! berdirinya salah satu badan usaha dap melikuidasi badan
é; = usa(%a lainnya yang menggabung.
- Angka 11 li : .
o o - -PRelsburan Usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih
badan usaha dengan cara mendirikan badan mendirikan
usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang
bergabung|tersabut.
Angka 13
Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan
hak atas tanah dan atau bangunan yang cilakukan oleh orang
pribadi atay badan hukum kepada peneriMa hadian.
Hurufb
Angka 1 '

: Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena
kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak bzru kepada
orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas anah yang
berasal dari pelepasan hak.

Angka 2 4
' Yang dimaksud dengan peMberian hak baru diluar pelepasan
hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang
: pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari .pemegang -
hak  Milik menurut peraturan -perundang- Jndangan yang
. berlaku.
- Ayat (4)
' Hurufa : _
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang pribadi atau badan-badan _hukum tertentu  yang
ditetapkan oleh Pemerintah. '
CHurufb .
~~~ Hak guna usaha adafah .hak untuk mengusahakan tanah yaiig dikuasai
langsung oleh Negara dala™ jar.gka waktu sebagaiMana ditertukan oleh
perundang-undangan yang berlaku.
Huruf ¢
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan ‘empunyai =
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya senciri dengan
jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Perajuran Dasar Pokok-pokok Agraria. e, .
16




Ayatd

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf a

Huruf b

Huruf ¢

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Hak pakai adalah ha‘< untuk menggunakan dan etau memungut hasit

dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah nilik orang

lain, yang memberi
keputusan pemberia
atau dalam perjanjia
segala sesuatu sep
perundang-undang

Hak milik atas satu

wewenang dan kewajiban yang ditentu<an dalam
nnya oleh pejabat yang berwenang memberikannya
nisewa-menyewa atau perjanjian pengoizhan tanah,
njang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan
nyang berlaku.

an rumah susun adalah hak milik atas satuan yang

bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun
meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah

bersama yang se
terpisahkan dengan

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan .. .

muenya merupakan satu kesatuan yang tidak
sattan yang bersangkutan.

pelaksanaannya sehagian dilimpahkan kepada pemegang haknya,

antara lain berupa
penggunaan tanah

perancanaan peruntukan dan pengguraan tanah,

untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan

begian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja

sama dengan pihak

Cukup jelas

ketiga.

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk

penyelenggaraan

pembangunannguna

bangunan yang di
Pemerintah Pusat

dan atau banguna

pemerintahan dan
kepentingan  umum

atau pelaksanaan
adalah tanah dan atau
unakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik
aupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang

J
m
semata-mata tidak djtujukan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah
n
l

sakit pemerintah, ja

an umum.

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam
pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik
pemerintah maupun non pemerintah,

Yang dimaksud de

lama menjadi hak

ngan konversi hak adalah perubahan hak dari hak
baru menurut Undang-Undana Pokok Agraria,

termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan

nama;
2. Bekas tanah

hak milk adat (dengan bukti surat Girk atau

sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain mISdlnya memperpan;ang

hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh:
Perpanjangan Hak

Gura Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik

sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau
badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa
hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakennya untuk
selama-lamanya tntuk kepentingan perlbadatan atau kepentingan umum

lainnya tanpa imbal

Cukup jelas ., -

an apapun.

aond I8 R T A S B T
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Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (7)
Ayat (8)

Pasal5

Cukup jelas

Pasal 6 ox,.-

Cukup jelas

Huruf a

Yang dimalisud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dap

telah disepakati oleh

Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
' Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas

Contoh:
Wajib Pajak “A” membeli tané
(harga transaksi) Rp 30.000.
tersebut yang digunakan da
sebesar Rp 35.000.000.00,0
sebagai dasar pengenaan B

Rp 35.000.000,00 (tiga puluh ki

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

SO @

pihak-pihak yang bersangkutan.

v AN

CAL LN S E . S
ORI L L ERAIANNYA

THEC 19 oktoker QMQ

ma juta rupiah) dan bukan Rp 30.000.000,00

dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak
00,00 (tiga puluh juta). Nilai Jual Objek Pajak PBB
m pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah
(tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakiai
Pe rolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
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Pasal 7

Pasal8

Pasal 9

Pasal 10

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (1)

Huruf a

dalam pasal ini

Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akia
d

adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

pemindahan hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris.

Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Yang dimaksud dengan sejek tanggal penunjukan pemenang lelang

adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor - -

_ Lelang Negara atau kantor lelang lainnya Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama

pemenang lelang.

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
' Cukup jelas

Huruf |

Cukup jelas
Huruf k

Cukup jelas
Huruf |

Cukup jelas
Huruf m

Cukup jelas
Huruf n

Cukup jelas
Huruf o

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan
ditandatangani oleh kepala

Cukup jelas

Contoh:
Semua peralihan hak pads
harus dilaporkan selambat
Daerah._wx...

3

18 dksob e 2002 [

=

-

risalah lelang” adalah kutipan risalah Islang yang
kantor yang membidangi pelayanan lelang riegara.

bula1 Januari 2011 oleh Pejabat yang bersangkutan
ambatnya tanggal 1C Februari 2011 kepada Kepala

19




Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Ayat (2) MENGETAHU! / MENGESAHKAN
Cukup je]as SALINAN FOTO CORYTE LaH DIPERKSA KEBENARANNY A
rane AR TTU A GENGAN ASLINYA
:A\NA\.aG[‘\L' w ombsr zotq
Ayat (1) ABATAN RSN e KUM DAN
~ Cukup jelas CNIANGAN
Ayat (2 =
Cukup jelas AN oo ppos
“«‘_AN = MG
Ayat (3) R

Peraturan perundang-undanga [N dimaksud- datem—Pasal -ini; antara! lain
peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

Sistem pemungutan pajak ini adalah self assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan
untuk menghitung dan membayar sendiri pajuk yang terutang dengan mengaunakan SSPD
dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada SKPD. ,

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam| ketentuan ini dimaksudkan untuk, antara lain
memastkan bahwa pajak telah dibayar/
digunakan sudahbenar, PBB atas objek pajek sudah lunas atau ticak ada tunggakan.

Cukup jelas

Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dihayar sendiri.
Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan epada Wajb Pajak tertentu yang disebabkan
oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak
dilaporkan oleh wajib pajak.
Ayat(1)
Ketentuan ayat ini memberi
menerbitkan SKPDKB, SKP

wenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat

T, atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus

tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap

Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak

memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiai.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tid
Setelah ditegur dalam jangka wakiu tertentu juga belum menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), maka dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) tahun Kepala Dasrah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang
terutang. ,

2. Seorang Wajib Pajek menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2008. Dalan:
jangka waktu paling lama| 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan

dan tidak ada kredita paj
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)

Yang dimaksud dengar. penetapan pajak secara jabatan adalah
penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan nleh Kepala
Daerah atay Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada
atau ketergngan lain vang dimiliki oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk. ex_. .

20
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menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2008. .. -



Pasal 15

Ayat
ya (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf b
~ Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Ayat ini mengatur sanksi ter
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hadap Wajlb Pajak yang tidak memenuhi kewajib

perpajakannya yaitu dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dari pajak yang tidak

lama 24 (dua puluh empat)

Sanksi administrasi berupa dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan

diterbitkannya SKPDKB.

Dalam hal Wajib Pajak tidak
dimaksud pada ayat (1) huruf

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar.

memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana
b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau

data yang semula belum terungkap yang bterasal dari hasil pemeriksaar. sehingga

pajak yang terutang bertamb

administrasi ini tidak dikenz
diadakan tindakan pemeriksa

a
berupa kenaikan 100% (sera
3
a

Cukup jelas

Dalam hal Wajib Pajak tida
dimaksud pada ayat (1) hury
yang seharusnya dilakukan
kenaikan pajak sebesar 25
terutang. Dalam kasus ini, m
secara jabatan melalui pen
kenaikan sebesar 25% dari
administrasi berupa bunga s

, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi 2 iministrasi
s persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi
n apabila Wajb Pajak melaporkannyz sebelum

k meraenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana
f a argka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD
nya, maka dikenakan sanksi administrasi bei upa

%
aka kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang
erbitan SKPDKB. Selain sanksi administrasi berupa
okck pajak yang terutang juga diker.akan sanksi
ebeser 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak

yang kurang bayar atau terl

puluh empat) bulan. Sanksi

mbat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
administrasi berupa bunga dihitung sejek saat

terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “pameriksaan” adalah pemeriksaan kantor.

Huruf ¢
Sanksi administrasi
tidak atau kurang
administrasi berupa
formal, misalnya tidg

Ayat ini mengatur pengenaan

diterbitkan karena :

a. Pajak yang terutang tidak
b. Pemeriksaan SSPD yang
salah tulis dan atau salah

Contoh:

1. Pajak yang terutang tidak

Dari perolehan tanah da

Pajak “A" terutang pajat

perolehan tersebut, paja

erupa bunga dikenakan kepada Wajib Pajak yang

b
membayar pajuk yang terutang, sedangkan sanksi - -

denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan
k atau terlambat menyampaikan SSPD .

sanksi administrasi berupa bunga atas SSPD yang

atau kurang dibayar ;
menghasilkan pajak kurang dlbayar karena terdapat
nitung.

atau kurang dibayar :

n/bangunan pada tanggal 21 September 2009, Waijb
sebesar Rp 5.000.000,00. Pada saat terjadinya
k|dibayar sebesar Rp 4.000.000,00. Atas kekurangan

pajak tersebut diterbitkan STPD tanggal 23 Desember 2009 dengan

perhitungan sebagai ber
Kekurangan bayar
Bunga =4 x 2% x Rp 1.(
Jumlah yang harus diba}

--------

kut :

Rn 1.000.000,00 '
Rp  80.000,00 (+)
Rp 1.080.000,00cx.
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...................................

00.000,00
ardalam STPD.................

.......................

(dua puluh lima persen) dari pokok pajek yang .. .



Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19 -

Kekurangan dibayar ... ey e .. Rp 1500.000,00
Bunga 4x2%xRp 1500 00 0 ............................ Rp 120.000,00 (+)
Jumlah yang harus dibayar daiam STPD............... Rp 1.620.000,00
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat(1)
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, |dan Surat Keputusan. Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, merupakan sarana admnmstrasu bagn Kepala Daerah untuk
Avat (2 malakukan penagihan pajak. H'UNCE TARULT, MEN GESATCAY N
yat 2) ‘ SALINAN FOTO COPY TELAN DIPERIKSA KEGE!ARAxY A
Cukup jelas DAN SESUA} DENGANASL*NY £
TANGCGAL: 1@ ok bobeT 2019
_ , ARATAN KEPALABAGIAN HUKUM DAN
Cukup jelas PERUNDANG-UNDANGAN
| =,
Ayat(1) GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
Huruf a _NIP 19590213198603;3

Kondisi terteniu Waijib Pajak-yang-ade-hubunrgen-dengan-Objel-Rajak-

Contoh:

1. Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memjeroleh hak
baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;

2. Wajb Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah.

Huruf b

Kondisi Waijib Pajak lyang ada hubungan dengan sebab-sebab tertentu :

Contoh:

1. Wajb Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari
hasil ganti rugi pemerintah yzng nilain ganti ruginya di bawah NJOP; ,

2. \Wajib Pajak yang/memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas
tenah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum
yang memerlukan persyaratan khusus;

3. Wajb Pajak ya g terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasion3l sehingga
Wajib Pajak ha&up melakuken restrukturisasi usaha atau utang usaha
sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Huruf ¢

Contoh: J

Tanah dan/atau bangunan yang digunakan, antara lain untuk panti

asuhan, panti jomp%o rumah yetim piatu, pesantren, sekolah yang tidak

ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta, intitusi pelayanan
sosial masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (1)

2. Hasil pemeriksaan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
Wajb Pajak “B” memperbleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni 200,
Berdasarkan pemeriksaan| SSPD yang disampaikan Wajib Pajak ‘B” temyata
terdapat saiah hitung yang /menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar Rp

1.500.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD pada tanggal ~ -

23 September 2009 dengan perhltungan sebagau berikut :

Apabila \Wajib Pajak berpendapat bahwa jumiah pajak dalam surat ketetapan pajak
dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat
mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat
ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari
ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang set.arusnya dibayar menurut
perhitungan Wajib Pajak. Salu keberatan harvs diajukan satu jenis pajak dan satu
tahun pajak._«




Pasal 20

Pasal21

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)
Ayat (6)

Ayat (7)

Ayat(1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas ex _

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “alqs;n—alasan yang jelas” adalah m,engemukakan

dengan data atau bukti bahwa j
yang ditetapkan oleh fiskus tidak

rrlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar
benar.

Yang dimaksud dengan ‘keadaan diluar kekuasaannya" adalah suatu keadaan

yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajb Pajak, misainya karena Wajb Pajak ..

sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ketentuan ini mengatur bahwa

adalah harus melunasi terlebih

persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak
dahulu szjumlah kewajban perpajakannya yang

telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Peiunanasan
keberatan.

Ketentuan diperiukan agar Wa

membayar pajak yang telah

tersebut harys dilakukan sebelum Wajb Pajak mangajukan

ib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk
ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan,

sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Cukup jelas

Tanda bukti penerimaan Sur

at Kekeratan sangat diperiukan untuk memenuhi

ketentuan formal. Diteri atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud

tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat .. -

(3), yang dihitung mulai djterbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat
diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh Kepala Daerah.

Tanda Bukti penerimaan terseh
alat kontrol baginya untuk men
bulan sebagaimana dimaksud d
Tanda Bukti penerimaan tu d
dikabulkan, apabila dalam jang

1

ut oleh wajb pajak dapat juga digunakan sebagai
getahui sampai kapan batas waktu 12 (duabelas)
alam Pasal 20 ayat (1) berakhir.

iperiukan untuk memastikan bahwa keberatannya

a waktu tersebut Wajib Pajek tidak menerima surat

keputusan dari Kepala Daerah atag Surat-Keberatan-yeng-diajukan———
SAUNE\ENGETAH I / MENGESAHKAN
_ NF YA |
Cukup jelas oT0 copv TE:ASE DPER&(SSSNKYE\BENARANNM i
TANGGAL . lﬂ oteober 2019
| ACATAN . KEPALA BAGIAN HUKUM DAN i
_ ; PERUNDANG-UNDANGAN ;
Cukup jelas ‘ Q_Eh_ ‘
Cukup jelas i GEESJE TOMB(\*\ SN, SH MS
‘ AP tasar TRREN '

Dalam keputusan keberatar

tidak tertutUp kemungkman utang g pajaknya

bertambah berdasarkan has
baru yang tadinya belum teru

Ketentuan ini dimaksudkan
Pajak maupun fiskus dan

keberatan yang diajukan oleh
Daerah dalam jangka waktu

Keberatan diterima.

| pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data
ngkap atau belum dilaporkan.

untuk memberikan kepastian hukum kepada Waijib
dalam rangka tertb administrasi, oleh karena itu
Wajb Pajak harus diberi keputusan oeh Kepala
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat

P )
W




Pasal22

Pasal23

Pasal24
Pasal 25

Pasal26

Pasal 27

Cukup jelas DAN SES{A! DENGANASLIN.YA

Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat(1)
Aayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)
Ayat (6)

Ayat (7)

M NGETAHUL T MENGESAHKAN
SALINAN 0TOC OPY TE_ LA DIPERKS A KE BENAR/AA
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Cukup jelas EESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

R -

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam hal batas waktu tidak| dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di
luar kekuasaannya (force |majeur) maka jangka waktu dimaksud dapat
dipertimbangkan untuk diperpanjang.

Cukup jetas

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf a

Dalam praktek dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan

kepada Wajib Pajak tidal: tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang
dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahaini
peraturan perpajakan. Calam hal demikian, sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan
atau dikurangkan oleh Kepala Daerah.

Huruf b
Kepala Daerah karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan
dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolal. pengajuan keberatannya
karena tidak memenuhi persyaratan formal (inemasukan surat keberatan
tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Cukup jelas

Cukup jelas

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran
pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Cukup jelas

Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan
dalam rangka tertb administrasi parpaiakan. Oleh karena it1, permohonan
kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi
keputusan oleh Kepala Daeral..

Cukup jelas

Cukup jelas

Besarnya imbalan bunga atas ksterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran - -

pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai
dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan, ex...




 Pasal28

- Pasal 30

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 29 -

Ayat(1)

Ayat (2)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Saat kedaluarsa penagihan

hukum kapan utang pajak terse

Huruf a
Dalam hal diterbitk

penagihan dihitung seja

Huruf b
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bajak ini perrﬂiﬁﬁﬁr‘m memberi kepastian

uttidakCdapatditagih-tagr:

Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluarsa
k tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

an

Yang dimaksud dengan pangakuan utang pajak secara langstng adalah

Waijb Pajak dengan
pajak dan belum mel

Yang dimaksud deng
adalah Wajb Pajak tidak secara nyata-nyata
bahwa ia mengakui m

Contoh:
- Wajb Pajak
pembayaran,

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
unasinya kepada Pemerintah Daerah.

n pengakuan utang pajak secara tidek langsung
lengsung menyatakan
ipunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

mengajukan  permohonan

- Waijb Pajak mengajukan permohonan keberatan.

Setiap pejabat baik petuga

bidang perpajakan Daerah

yang menyangkut masalah p

a. Surat Pemberitahuan, 1z
Waijib Pajak;

b. Data yang diperoleh dal

c.
d.

Para ahli, seperti ahli bahas
oleh Kepala Daerah untuk

Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang
mengungkapkan kerahasiaan

Yang dimaksud dengan piha
pemerintah Daerah yang be
Daerah.
identitas Wajib Pajak dan
Daerah.

Untuik kepentingan Daerah,
dalam rangka mengadakan
bukti tertulis dari atau tent
kepada pihak tertentu yang

Dalam pengertian

s |pajak maupun mereka yang melekukan tugas di
dilarang mengungkapkan kerahasiaan Waijib Pajak
erpajakan Daerah, antara lain

aporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh

nL rangka pelaksanaan pemeriksaan;

Dokumen dan/atau data lyang diperoleh dari pihak ketiga yang bers'fat rahasia;
Dokumen dan/atau rahas
perundang-undangan yan

a Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
g berlaku.

a
membantu pelaksanaan Undang-Undang Perpa|akan
oula  untuk
Waijib Pajal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

k|lain, antara lain adalah lembaga negara &tau instansi
enang me.akukan pemeriksaan di bidang keuangan
keterangan yang dapat diberitahukan antara lain
nformasi yang bersifat umum tentang perpciakan

misainya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau
kerjassama dengan instansi lainnya, keterangan atau
ang 'Najib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama Waijib

Pajak, nama pihak yang ditu

diizinkan untuk memberikan
atau tentang Wajib Pajak. Fe
hal-hal yang dipandang perlu

Untuk melaksanakan pemer
atau perdata yang berhub

kepentingan peradilan Ke

kewajiban kerahasiaan kepad

pada ayat (1) dan ayat (2), a

keterangan atau memperlitatkan bukti tertulis dari
mberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam
oleh Kepala Daerah

ksaan di sidang pengadilan calam perkara pidana
ingan dengan masalah perpajakan Daerah, demi
pala Daerah memberikar, izin pembebasan atas
a pejabat pajak dar. para ahli sebagaimana dimaksud
tas permintaan tertulis Hakim kstua sidang. «_. -

25

angsuran/penundadn

akuntan, pengacara dan sebagainya yang ditunjuk

njuk dan nama pejabat atau ahli ata. tenaga ahli yang .. .



Pasal 31

Ayat (2)

Pasal32
Pasal33
Pasal34

Pasal 35

Pasal 36

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPAT

Ayat (6)

Maksud dari ayat ini adalahl pembatasan dan pensgasan, bahwa keterangan

perpajakan Daerah yang dim

inta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana

atau perdata tentang perbuatan atau peristiva yang menyangkut bidang
perpajakan Daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersar.gkutan.

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana, dinarapkan timbulnya kesadaran Wajib ajak untuk

memenuhi kewajibanrya,
Yang dimaksud dengan kez
kurang mengindahkan kew
kerugian keuangan Daerah.

alpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau
ajibarinya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan

Perbuatan atau tindakan s
dengan sengaja, dikenaka
pentingnya penerimaan paj
Ayat (3)
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas |
Cukup jelas

Ayat (1)

sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat
k bagi Daerah.
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Penyidik di bidang perpajakaJn daerah dan retribusi daerah adalah Pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang sesuai

Penyidikan tindak pidak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah

dilaksanakan menurut keten

Pidana.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas. ex., .

tuan yang diatur dalam Undang-Undanrg Hukum Acara

TEN MINAHASA NOMOR

bagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukdn

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26 .. .



